
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN 

NOMOR  051 TAHUN  2019 

TENTANG 

   PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN     

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN                                             

TAHUN ANGGARAN 2018 

   
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, 
 

Menimbang:  a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor Tahun 
2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, 
diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah  Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 
2018;  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur 
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2018;  

     

Mengingat:  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo.                   
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 10  Tahun 1957 antara lain 

mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I 
Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 
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5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4502); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia         
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 

Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010         
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia             

Nomor 5155); 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4585); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia            

Nomor 4614); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada 
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

IndonesiaNomor 4693); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Nomor 5165); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang            

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5219); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang 

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil 
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6224); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 310); 
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26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 

tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur 
sebagai Wakil Pemeritah di Wilayah Provinsi (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan 
Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah 

Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 51); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 

tentang Perubahan  Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian 

Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 15); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 

29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan                 
Nomor 13 Tahun 2007 tentang tentang Pokok-Pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi 
Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13); 

30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11      

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah 

Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 
Nomor 100); 

31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 15 
Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2018 

(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 
Nomor 15); 

32. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 16 
Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 

2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan      
Tahun 2018 Nomor 16); 

33. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0119     
Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 

2018 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 
Nomor 119); 
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34. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0104     

Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, 
Pimpinan, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 

Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak tetap, dan Tenaga 
Kontrak serta Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Provinsi 
Kalimantan Selatan sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 025      
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur 
Kalimantan Selatan Nomor 0104 Tahun 2015 tentang 

Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan, dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, 

Pegawai Tidak tetap, dan Tenaga Kontrak serta Pihak Lain di 
Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita 
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 25); 

  
 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan  : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN 
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018.  

 
 

 Pasal 1 
 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2018 terdiri atas: 

 
1. Pendapatan     
 a. Pendapatan Asli Daerah Rp 3.557.316.628.829,70   
 b. Pendapatan Transfer Rp 2.986.689.751.663,00   
 c. Lain-lain Pendapatan  

yang sah 
Rp 48.636.616.139,00   

 Jumlah Pendapatan Rp 6.592.642.996.631,70 

 
2. Belanja     
 a.  Belanja Tidak  Langsung     
    1). Belanja Pegawai Rp 1.356.497.538.572,00   
    2). Belanja Bunga Rp 0,00   
    3). Belanja Subsidi Rp 0,00   
    4). Belanja Hibah Rp 585.988.323.693,00   
    5). Belanja Bantuan  

        Sosial 
Rp 0,00 

 
  

    6). Belanja Bagi hasil  Rp 1.247.332.868.000,00   
    7). Belanja Bantuan  

        Keuangan 
Rp 3.135.994.000,00   

    8). Belanja Tidak 
       Terduga  

Rp 99.220.100,00   

                                Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp 3.193.053.944.365,00 
 b. Belanja Langsung     
    1). Belanja Pegawai Rp 344.401.850.076,00   

    2). Belanja Barang & Jasa Rp    1.427.934.656.293,40   
    3). Belanja Modal Rp 1.117.196.741.857,61   
 Jumlah Belanja Langsung Rp   2.889.533.248.227,21 
    
 Jumlah Belanja Rp   6.082.587.192.592,21 
    
 Surplus/(defisit) Rp      510.055.804.039,49 
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3. Pembiayaan     
 a. Penerimaan Rp 130.243.835.036.00   
 b. Pengeluaran Rp 0,00   
      
 Jumlah Pembiayaan Netto Rp    130.243.835.036,00 
      
      
 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp     640.299.639.075,49                           

 

 
Pasal 2 

 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Gubernur ini. 

 
Pasal 3 

 
Ringkasan  Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci 
lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran. 

 
Pasal 4 

 
Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari   Peraturan Gubernur ini. 
 

Pasal 5 

 
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi  Kalimantan Selatan. 
  

 Ditetapkan di Banjarmasin 
 pada tanggal 31 Juli 2019  

 
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, 

 

Ttd 
 

                       SAHBIRIN NOOR 

 
 

Diundangkan di Banjarbaru 
pada tanggal 31 Juli 2019     
 

 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 
 KALIMANTAN SELATAN, 
 

Ttd 
 

      ABDUL HARIS 
 

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

TAHUN 2019 NOMOR  51  
 


